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TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN 
PINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM LANGGENG MULYA 
SURAKARTA 
Abstrak 
Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang 
mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan 
peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan 
kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pihak dalam koperasi adalah 
pemilik dan anggota koperasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses 
perjanjian simpan pinjam yang berlokasi di Koperasi Simpan Pinjam Langgeng 
Mulya Surakarta. Metode penelitian bersifat normatif dengan kaidah-kaidah 
hukum, asas-asas hukum, dan tanggungjawab hukum tentang simpan pinjam pada 
koperasi simpan pinjam, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
yang dimana mengambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian 
hukum dari tanggung jawab pelaksanaan koperasi. Sumber data yang digunakan 
penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder, 
dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila telah memenuhi 
persyaratan yang diberikan koperasi, setelah terpenuhi maka Debitur akan mengisi 
formulir perjanjian.Setelah terjadinya kesepakatan maka timbullah hak dan 
kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Tanggungjawab hukum 
muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak 
melaksanakan kewajiban. Kesalahan ini bisa didasarkan karena wanprestasi 
karena melanggar perjanjian yang terjadi dan Perbuatan Overmach karena suatu 
keadaan yang memaksa. 




Credit cooperative is one type of cooperative the main activity is providing 
storage service and loan of found to member credit cooperativeto purpose of 
advancing the welfare of member. The side of credit cooperative are the owner 
and member. The method of the study is normative with the descriptive study 
because it will divide thoroughly and systematic about responsibility credi 
coopertion. Data source is focus in literature research aim to find the secondary 
data with primary legal materials. The result of this study show that the process of 
credit agreement could underwent if the term and condition has been fulfilled 
according civil law. After the agreement appear rightful authority and obigation. 
Legal responbility arises because of mistake by the either side. These errors can 
based of break the law and situation force. 
 
Keywords: credit cooperative, right and obligations, liability 
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1.  PENDAHULUAN 
 Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis 
koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan 
dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan 
kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang 
yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang 
menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian “koperasi 
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 1  
Pengertian pinjam (kredit) secara etimologi, berasal dari bahasa yunani 
“credere” yang mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit 
berarti dia telah memperoleh kepercayaan. Kredit adalah suatu prestasi oleh satu 
pihak kepada pihak lainnya pada masa tertentu yang disertai dengan prestasi 
berupa suatu prestasi.
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 Koperasi juga merupakan suatu perkumpulan atau 
organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang 
memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan 
yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan surat usaha, 
dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
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Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri 
dari pemilik dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi 
kesepakan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum 
yang akan timbul dari perjanjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi 
perikatan yang merupakan hubungan hukum antara dua pihak ada hak dan dilain 
pihak ada kewajiban. 
                                                             
1
R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta:PT Raja 
Grafindo Persada, hal 59-60, 74. 
2
 Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, yogyakarta,; liberty, hal 2. 
3
 Nindyo Pramono, 1986, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di 
Dalam Perkembangannya, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal 9. 
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Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat 
menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam 
menyimpan uangnya, selain itu dalam hal peminjaman masyarakat dapat 
melakukan pinjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya 
dengan bank adalah menawarkan pinjaman uang engan bunga yang relatif tinggi 
sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk 
melunasinya. 
Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiyayaan dari usahanya, 
besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya 
lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam 
koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi indonesia dapat bergerak 




Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima 
pinjaman menjadi pemilik dari barang yag dipinjam; dan jika barang itu musnah, 
dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. 
Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) 
barang pinjman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. 
Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut. jumlah 
yang disebutkan dalam perjanjian.
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Perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian baku dimana isi atau 
klausula perjanjian kredit tersebut telah dituangkan dalam bentuk formulir 
(blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanian 
kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk 
memperlancar arus lalu lintas pedagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada 
umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang 
                                                             
4
 R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma,SH.,MH, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada, Hal 96. 
5
 Prof.R.Subekti, 1985, Aneka perjanjian, Penerbit Alumni, hal 126. 
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mempersiapkan dan pihak lainnya.
 
Setiap pemberian kredit harus dituangkan 
dalam perjanjian kredit secara tertulis.
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Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha/ atau tempat tinggal para 
anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi 
Simpan Pinjam pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (15) adalah koperasi yang 
menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.Dalam perjanjian 
simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi 
kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak 
dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak 
melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para 
pihak harus bertanggung jawab. 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, 
bagaimana proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan 
pinjam Langgeng Mulya.Kedua, bagaimana hak, kewajiban dan penerapan 
peraturannya terhadap para pihak.Ketiga, bagaimana tanggungjawab hukum 
apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena kesalahannya. 
Tujuan untuk mengetahui proses perjanjian, hak dan kewajiban dan 
peraturan yang berlaku mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta. untuk 
mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. 
Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: Pertama, memberikan 
pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu hukum 
dalam kaitanya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kedua, menjadikan 
hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian tentang Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR). 
  
2.  METODE 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis 
penelitian deskriptif analisis. Sumber meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan 
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 M. Tohar, 2000, Permodalan dan Perkreditan Koperasi, Yogyakarta: Kanisius, hal 138. 
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dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara.Metode analisis data 
menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan 
data dengan menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang 
diperoleh langsung di lapangan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Proses Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Langgeng 
Mulya 
3.1.1 Proses Sebelum Perjanjian Terjadi 
Syarat yang harus dipenuhi oleh calon Debitur untuk melakukan perjanjian 
Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Mulya dengan 
memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi antara 
lain; Syarat tertulis yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 
yang masih berlaku, Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah, Foto Copy Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku masa pajaknya, Bukti 
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Rekening listrik/Telepon, tetapi apabila 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan yang dijadikan jaminan 
maka harus menyertakan bukti jual beli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) pemilik baru. Untuk syarat tidak tertulis sesuai dengan pasal 47 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah berumur minimal 18 
tahun atau sudah kawin. Pihak koperasi akan melakukan penilaian terhadap 
kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi 
pinjaman secara tepat waktu. Agar koperasi juga tidak merugi apabila anggota 
koperasi atau peminjam tidak mengembalikan pinjaman dari koperasi. Karena 
dalam  memberikan  pinjaman Koperasi Langgeng Mulya mempunyai kewajiban 
dan keyakinan, atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk 
melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Setelah syarat telah dipenuhi oleh calon debitur maka koperasi akan 
melakukan penyelidikan apakah benar bahwa syarat-syarat yang telah dipenuhi 
benar milik dari calon Debitur, dengan cara melakukan analisis data lebih lanjut 
mengenai calon debitur dengan cara melihat lingkungan rumah debitur. Sehingga 
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pihak koperasi sendiri juga dapat menarik kesimpulan apakah calon debitur 
sanggup untuk mengembalikan pinjaman dari pihak Koperasi Langgeng Mulya 
atau tidak. Hal ini dilakukan agar tidak akan terjadi kerugian baik dari pihak 
debitur atau koperasi sendiri. 
 
3.1.2 Pada saat Perjanjian Kredit Dilakukan 
Setelah syarat-syarat diatas telah terpenuhi maka pihak koperasi akan 
memberikan formulir kepada peminjam atau Debitur untuk diisi sebenar-
benarnya. Perjanjian simpan pinjam sendiri merupakan perjanjian baku yang 
dimana isi atau klausula perjanjian telah dituangkan dalam bentuk formulir. Bila 
dirasa perjanjian yang diberikan oleh koperasi dinilai memberatkan oleh pihak 
peminjam atau Debitur maka Debitur boleh untuk tidak menandatangani 
perjanjian tersebut. Bila hal tersebut terjadi maka tidak terjadi perjanjian antara 
kedua belah pihak dan jaminan tetap berada di tangan pemilik. 
Tetapi bila pihak Debitur atau peminjam tidak keberatan dengan isi atau 
klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit maka pihak peminjam atau 
debitur dapat mengisi formulir tersebut secara benar dan harus sanggup untuk 
mentaati atau mematuhi segala peraturan yang berlaku di Koperasi Langgeng 
Mulya. Disini pihak debitur atau peminjam dapat membicarakan terhadap pihak 
koperasi sanggup untuk menganggsur berapa kali dalam jangka waktu berapa 
lama. Bila hal tersebut telah sepakat maka Debitur harus sanggup sanggup untuk 
memenuhinya, bila tidak akan dikenakan denda 5% bila lebih dari 5 hari. 
Apabila hal-hal penting dalam perjanjian telah disepakati maka para pihak 
harus hadir tanpa diwakili untuk mendatangani perjanjian simpan pinjam, proses 
penandatangan perjanjian kredit dilakukan oleh kepala unit Koperasi Langgeng 
Mulya dengan peminjam atau Debitur yang dimana pihak Peminjam atau Debitur 
harus membawa jaminan yang berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor 
(BPKB) dengan disertai Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang 
masih berlaku masa pajaknya. Setelah terjadi penandatanganan perjanjian oleh 
para pihak maka timbullah hubungan hukum antara para pihak untuk saling 
melaksanakan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 
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hak dan kewajiban tersebut maka haruslah bertanggungjawab sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Berdasarkan  pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi 
semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
 
3.1.3 Proses Setelah Terjadi Kesepakatan 
Pihak peminjam atau Debitur disini mempunyai kewajiban menganggsur 
dan mengembalikan uang yang telah disepakati setiap bulannya sesuai dengan 
perjanjian yang didantangani oleh kedua belah pihak. Selama pinjaman belum 
sepenuhnya lunas dikembalikan oleh pihak Debitur maka harus tetap diangsur 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, apabila ditengah pengembalian 
pinjaman pihak Debitur meninggal maka pinjaman akan diangsur oleh ahli waris, 
sesuai dengan yang telah disepakati.  
Setelah Debitur mengembalikan semua pinjaman kepada Koperasi 
Langgeng Mulya dengan cara dibayarkan secara bertahap dapat dibuktikan 
dengan bukti dari kasir Koperasi Simpan Pinjamm Langgeng Mulya bahwa 
pinjaman telah lunas. 
 
3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Penerapan Peraturannya terhadap 
Para Pihak 
Pertama, Hak dan kewajiban Koperasi selaku kreditur antara lain: (a) Hak 
Kreditur; (1) Menerima pengembalian uang yang telah dipinjam oleh debitur atau 
anggota koperasi; (2) Berhak mendapatkan angsuran atau bunga pada saat yang 
dijanjikan; (3) Koperasi menagih kepada debitur apabila telah sampai saatnya 
membayar; dan (4) Koperasi berhak menerima pelunasan. (b) Kewajiban, yaitu 
memberikan pinjaman uang kepada Debitur pada saat permohonan kredit 
disepakati. 
Dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak maka timbullah hak dan 
kewajiban yang harus ditaati. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban setiap anggota 
maupun pihak koperasi tersebut, akan menimbulkan tanggung jawab bagi para 
pihak. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa, yang mana seseorang 
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telah berjanji untuk memberika sesuatu kepada orang lain. Sehingga perjanjian 
tersebut mengakibatkan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut saling 
mengikatkan diri atau mempunyai hubungan hukum. 
Kedua, Hak dan Kewajiban Peminjam atau Anggota koperasi selaku 
Debitur antara lain: (a) Hak Debitur; (1) Berhak menerima dana yang diberikan 
oleh koperasi; (2) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan Pelayanan yang sama 
untuk sesama anggota Koperasi; (3) Mendapatkan keuntungan dengan dapat 
melakukan pinjaman melalui Koperasi, (b) Kewajiban Debitur; (1) Wajib 
menyerahkan dokumen atau persyaratan kepada koperasi untuk permohonan 
pinjaman secara benar; (2) Tunduk dan patuh terhadap peraturan simpan pinjam 
yang dibuat oleh koperasi; (3) Membayar angsuran secara tepat waktu kepada 
Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya; (4) Mematuhi peraturan yang dimana 
keterlambatan 5 hari kena denda sebesar 5% dari angsuran dan dihitung 
berdasarkan jumlah hari keterlambatan; dan (5) Kendaraan yang diajdikan 
jaminan untuk pinjaman tidak boleh dipindah tangan kepada pihak ketiga tanpa 
sepengatuhan Koperasi. 
 
3.3. Tanggungjawab Hukum Apabla Salah Satu Pihak Melakukan 
Kesalahan 
3.3.1 Tanggungjawab Hukum karena Kesalahan yang didasarkan atas 
Wanprestasi 
Wanprestasi dapat dikatakan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur 
(berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, 
yang dapat timbul karena kesengajaan, atau kelalaian debitur itu sendiri. 
Wanprestasi yang timbul karena kesalahannya dapat dilakukan oleh pihak Debitur 
atau anggota dan juga dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri. Debitur sendiri 
dianggap wanprestasi apabila tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam 
perjanjian, baik yang dilakukan secara sengaja, atau kelalaian debitur sendiri. 
Sedangkan kesalahan karena wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi 
sendiri dapat berupa kesalahan secara moral yang berupa tindakan yang dilakukan 
pengurus baik dalam organisasi maupun kegiatan usaha koperasi. Bila terdapat 
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anggota atau debitur wanprestasi maka haruslah bertanggungjawab sesuai dengan 
yang ada dalam perjanjian yaitu dengan tetap mengedepankan asas kekeluargaan. 
Bila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya. 
Contoh konkrit dari kesalahan karena wanprestasi yang dilakukan oleh 
Anggota atau Debitur yaitu apabila Anggota atau Debitur tidak menganggsur 
pembayaran secara teratur dan bertahap seperti yang telah diperjanjikann dalam 
perjanjian simpan pinjam yang telah disepakati kedua belah pihak, bila hal 
tersebut terjadi maka pihak anggota atau debitur akan dikenai denda dengan bunga 
sebesar 5%. Disisi lain kesalahan karena wanprestasi yang dilakukann oleh 
pengurus koperasi sendiri dapat berupa kesalahan secara moral yang berupa 
tindakan yang dilakukan pengurus baik dalam organisasi maupun kegiatan usaha 
koperasi. Oleh karena itu pihak debitur atau anggota dan juga pengurus koperasi 
disini harus berpegang teguh pada ketentuan dan klausula-klausula dalam 
perjanjian serta melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan Koperasi 
secara sungguh-sungguh agar dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan 
yang terjadi.  
Bila terdapat anggota atau debitur wanprestasi yaitu dengan tetap 
mengedepankan asas kekeluargaan. Tindakan pertama dari koperasi adalah 
menagih secara terus menerus dan bertahap memanggil debitur untuk 
membicarakan keterlambatan pengembalian dan mencari jalan keluar bersama. 
Untuk tindakan kedua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Mulya juga 
melakukan upaya apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai 
jangka waktu dan masih sanggup untuk membayar maka harus dilakukan 
penandatanganan perjanjian baru sesuai dengan pinjaman dengan catatan harus 
sesuai dengan nilai nominal kendaraan yang dijadikan jaminan. Kewajiban “ganti 
rugi” tidak dengan sendirinya timbul saat kelalaian. Bila Debitur tetap tidak 
melaksakan hak dan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan maka Koperasi 
Langgeng Mulya berhak untuk mengeluarkan Surat Peringatan yang terdiri dari 
Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan kedua, Surat Peringatan ketiga, Surat 
Peringatan terkhir yang dimana keterlambatan telah lebih dari 3 bulan. Dari 
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ketentuan pasal 1243 KUH Perdata untuk lahirnya kewajiban ganti rugi anggota 
peminjam harus lebih dulu ditempatkan dalam keadaan lalai, melalui prosedur 
peringatan atau pernyataan lalai. Anggota peminjam sudah dapat dikatakan berada 
dalam keadaan lalai, jika sebelumnya sudah ada: pemberitahuan, peringatan atau 
teguran dari pihak koperasi kepada anggota peminjam. 
Kesalahan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi yang disebabkan 
kelalaian dari pihak pengurus koperasi, karena tidak mentaati ketentuan yang 
berlaku dalam Koperasi Langgeng Mulya, hal ini berarti bahwa setiap pengurus 
koperasi di dalam melakukan perbuatan yang mewakili koperasi haruslah tunduk 
pada aturan yang telah disepakati baik berupa Anggaran Rumah Tangga dan 
Keputusan Rapat anggota. Karena pengurus disini diberi wewenang untuk 
melakukan tindakan upaya hukum dan bertindak atas nama koperasi Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh 
anggota koperasi berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan 
tindakan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam 
kedudukannya baik sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. 
Sedangkan dari pihak peminjam adalah melaksanakan kewajibannya dalam 
membayar sebelum tanggal jatuh tempo.  
Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan 
bahwa pengurus, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung 
kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yangg dilakukan dengan 
kesengajan atau kelalaiannya. Sehingga Kopersi Langgeng Mulya menanggung 
kerugian akibat dari pengurus atau anggota yang wanprestasi dalam pemberian 
kredit atau peminjaman uang, maka dalam hal ini pihak koperasi, pengurus serta 
anggota harus menanggung kerugian secara bersama-sama. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap tindakan wanprestasi terhadap 
perjanjian simpan pinjam timbul karena pihak peminjam tidak melaksanakan hak 
dan kewajibannya secara sungguh-sungguh. Bentuk tanggung jawab pengurus 
koperasi selaku pengurus dan penerima kredit atau pinjaman uang terdiri dari dua 
yaitu; tanggung jawab secara khusus; yang berupa pembayaran sendiri kepada 
koperasi atau dengan cara pemotongan gaji dan tanggung jawab secara umum; 
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Terbatas pada isi dari kesepakatan, dengan bentuk tanggung jawab berupa 
melakukan pembayaran simpanan wajib sebagai wujud keikutsertaan menjadi 
anggota kopersi, memanfaatkan kegiatan usaha koperasi semaksimal mungkin, 
menjaga atau mempertahankan nama baik koperasi Simpan Pinjam Langgeng 
Mulya. 
Sehingga bentuk tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan 
pengguna jasa koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam klausul 
perjanjian kredit dengan tetap berpegang teguh pada Anggara Dasar Rumah 
Tangga Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya serta UU Nomor 25 Tahun 
1992. 
 
3.3.2 Tanggungjawab Hukum karena adanya Kesalahan yang didasarkan 
atas Keadaan Memaksa atau Overmach 
Kesalahan dalam kaitanya dengan keadaan memaksa yakni suatu keadaan 
yang memaksa. Contoh konkrit kesalahan karena suatu keadaan yang memaksa 
Terjadi apabila si peminjam saat akan melakukan pembayaran mengalami 
kecelakaan atau sedang dirawat di rumah sakit maka pembayaran dapat dilakukan 
melalui keluarganya atau dapat dititipkan kepada orang yang dipercayai oleh 
Debitur untuk membayarnya. Tetapi apabila tidak ada sanak saudara atau orang 
yang dapat dipercayai untuk melakukan pembayaran maka pembayaran dapat 
dindur asalkan pihak Debitur atau peminjam dapat membuktikannya tanpa  
dikenakan adanya bunga. Karena Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya 
mempunyai prinsip dasar yaitu koperasi dari anggota untuk anggota, koperasi 
sendiri tidak seperti lembaga keuangan lain yang lebih keras dalam mengatasi 
anggota atau kreditur macet, tetapi koperasi juga mempunyai prinsip bahwa sama-
sama untuk tidak dirugikan. 
Selama debitur dapat membuktikan bahwa ia dalam keadaan memaksa 
dengan tidak adanya iktikad buruk maka debitur dapat dibebaskan dari 
tanggungjawab dan tidsk perlu untuk menanggung biaya ganti rugi, karena 





Pertama, proses perjanjian bagi para pihak dalam perjanjian simpan 
pinjam dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama Proses perjanjian yang 
dilakukan oleh para pihak, dengan melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh 
pihak koperasi serta harus memenuhi syaratsahnya perjanjian. Tahap kedua Proses 
pada saat perjanjian simpan pinjam dilakukan apabila calon debitur setuju maka 
diharapkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan pihak koperasi. Setelah 
terjadi penandatanganan perjanjian oleh para pihak maka timbullah hubungan 
hukum antara para pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban. Tahap 
ketiga Proses setelah terjadi kesepakatan maka pihak debitur disini mempunyai 
kewajiban menganggsur pinjaman uang yang telah diberikan koperasi dengan 
tepat waktu. Setelah debitur melunasi semua pengembalian pinjaman kepada 
pihak Koperasi Langgeng Mulya maka dibuktikan dengan bukti keterangan lunas 
dari pihak koperasi beserta pengembalian jaminan. 
Kedua, hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku. Peraturan yang 
berlaku dan dijadikan pedoman oleh pihak koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Setelah terjadinya kesepakatan oleh para 
pihak maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dimana 
sebelumnya telah disepakati melalui perjanjian yang telah ditandatangani para 
pihak. Maka dari itu anggota koperasi atau Debitur harus mempunyai kesadaran 
yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, karena apabila 
kewajiban dari Anggota atau Debitur tidak terpenuhi maka akan menimbulkan 
kerugian bagi para pihak. Sehingga debitur harus bertanggung jawab bila terbukti 
telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. 
Ketiga, tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
kesalahan. Tanggungjawab hukum dalam kaitanya dengan adanya kesalahan 
karena wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak Debitur atau anggota dan pihak 
Koperasi sendiri, dimana pihak anggota tidak mengangsur pembayaran secara 
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teratur seperti yang telah disepakati, sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh 
koperasi berupa kesalahan secara moral. Dalam menyelesaikan pihak yang 
wanprestasi koperasi langgeng mulya sendiri tetap mengedepankan asas 
kekeluargaan. Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak 
yang telah melanggar haruslah bertanggung jawab secara hukum sehingga pihak 
lain tidak harus menanggung kerugian. Kesalahan dikarenakan keadaan yang 
memaksa. Keadaan memaksa sendiri merupakan suatu kejadiaan yang tiba-tiba 
yang telah dialami oleh peminjam atau Debitur. Dalam hal ini pihak koperasi 
memberikan keringanan kepada Debitur karena keadaannya pun tidak dapat 
diperkirakan. Tetapi debitur disini tetap harus membuktikan bahwa Debitur dalam 
keadaan yang memaksa sehingga debitur bebas dari tanggung jawab.  
4.2. Saran  
Pertama, untuk masyarakat agar lebih mengutamakan melakukan 
pinjaman di masyarakat karena koperasi sendir menganut asas kekelurgaan 
sehingga sangatlah bebeda dari lembaga keuangann lainnya. 
Kedua, bagi Anggota atau Debitur yang telah melakukan Perjanjan Simpan 
Pinjam dengan koperasi Langgeng Mulya diharapkan dapat  mentaati peraturan 
dan ketentuan yang telah disepakati agar tidak terjadi kerugian yang akan dialami 
oleh para pihak. 
Ketiga, Diharapkan bagi Koperasi Langgeng Mulya agar dapat 
memberikan informasi lebih agar masyarakat mengetahui Koperasi itu sendiri. 
 
Persantunan  
 Skripsi ini saya persembahkan kepada beliau Orang tuaku terimakasih atas 
doa dan semangatnya, adiku tersayang, sahabatku semuanya dan orang terdekat 
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